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Daarul Huda ABSTRACT

In the Job Creation Law, minimum wage calculations are determined

based on variables such as economic growth, inflation and certain

indices. This research aims to review the Job Creation Law regarding
the annulment of the Governor of DKI Jakarta's Decree Number 1517 of 2021 concerning the 2022 Provincial
Minimum Wage. In this context, this research focuses on the implications of the Job Creation Law for the
decision of the Governor of DKI Jakarta. The method that the author chose is a data collection method by
means of literature study by looking for scientific reviews and using a case study approach sourced from
Decision 11/G/2022/PTUN JKT. The research results show that based on the Job Creation Law the judge's
decision in this case is correct, the increase has exceeded the specified regulatory limits and is detrimental to
other parties, namely entrepreneurs who pay workers.

PENDAHULUAN

Memasuki era perekonomian modern saat ini, adanya ketidakseimbangan dalam angka prospek
dan lowongan kerja yang kian hari semakin menurun namun jumlah angkatan kerja terus bertambabh.
Para pekerja atau buruh saat ini akan merasakan tantangan di bawah tekanan yang lebih besar sehingga
mau tidak mau akan tetap menerima perlakuan apa pun dari atasan mereka. Meskipun buruh tersebut
memiliki status hukum sebagai seorang individu yang bebas, akan tetapi secara sosiologis seorang buruh
bukanlah individu yang bebas karena mereka harus menjual tenaga, pikiran, serta waktunya kepada
orang lain untuk memperoleh penghidupan yang layak. Berbeda dengan pengusaha, merekalah yang
menguasai serta yang menentukan persyaratan kerja bagi sang buruh tersebut. Oleh karena itu, agar tidak
terjadinya kesewenang-wenangan bagi pengusaha terhadap para pekerjanya maka dibentuklah peraturan
perundang-undangan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi buruh.!

Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah
secara khusus membahas mengenai permasalahan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya gaji atau
upah selalu menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sampai saat ini pun, masih banyak
terjadi adanya penyalahgunaan dan tindakan tidak menentu yang dilakukan perusahaan terhadap

1Aprilsesa, T., Tahir, M., Aminah, S., & Marnita, M. (2023). Tinjauan Hukum Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimal
Provinsi. AL-MANHA]J: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 5 (1), 585-592. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.1997
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pekerjanya. Ini menunjukkan betapa sedikitnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja.
Selain itu, permasalahan yang kerap kali muncul setiap tahunnya adalah adanya keinginan para pekerja
untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena gaji yang mereka terima kurang
dapat mencukupi biaya hidup mereka.?

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan pada tingkat provinsi,
daerah, serta sektoral yang ditentukan berdasarkan pencapaian standar kelayakan hidup. Dalam undang-
undang tersebut, gubernur menetapkan luas minimum provinsi dengan tetap mempertimbangkan
rekomendasi pemerintah provinsi dan/atau gubernur/walikota. Penghitungan komponen dalam standar
kelayakan hidup tersebut harus sejalan dengan Keputusan Menteri. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja
menulis ulang pasal tersebut dan mengubahnya menjadi Pasal 88 C. Dalam proses pengesahan upah
tersebut, sektor tersebut diprioritaskan, sedangkan kebutuhan upah minimum provinsi diubah dan
disetujui oleh gubernur berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan kinerja buruh dengan syarat
tertentu.

Sebagai contoh, pada tahun 2022 lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang
memuat penetapan gaji sebesar Rp4.641.854 menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, eks-Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat itu harus terus mematok UMP sebesar Rp 4.573.845. Kenaikan
sekitar Rp 225.000 yang sebelumnya digadang-gadang oleh Anies saat revisi kenaikan UMP tidak akan
terjadi. Dimana dalam kasus ini keputusan Anies sebelumnya jauh lebih tinggi dari saran atau
rekomendasi oleh pemerintah pusat.3

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi
permasalahan hukum yang timbul, sebagai berikut: Pertama, Bagaimana ketentuan upah minimum
dalam UU Cipta Kerja? Kedua, Bagaimana tinjauan UU Cipta Kerja terhadap Amar putusan dan
Pertimbangan Hakim dalam Putusan 11/G/2022/PTUN JKT tentang pembatalan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Peningkatan produktivitas pekerja yang bekerja sebagai pekerja dapat dicapai melalui
peningkatan upah. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah tingkat upah minimum yang berlaku di seluruh
kabupaten/kota dalam satu provinsi, di mana setiap kabupaten/kota memiliki UMP yang sama. Penetapan
UMP dilakukan oleh gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta pada tahun 2021 menjadi perhatian utama
dalam studi ekonomi dan kebijakan publik. Dalam penelitian oleh Biro Pusat Statistik, kenaikan tersebut
memperlihatkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor industri di Jakarta. Studi terdahulu oleh tim
peneliti telah menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP, termasuk pertumbuhan
ekonomi, inflasi, dan tekanan dari serikat pekerja. Analisis data dari berbagai sumber menunjukkan
bahwa penyesuaian UMP tersebut memainkan peran penting dalam mengatasi disparitas ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun demikian, kenaikan UMP juga menimbulkan tantangan bagi
sektor usaha, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah, yang mungkin mengalami peningkatan biaya
produksi. Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa implementasi kenaikan UMP Jakarta 2021
memiliki dampak yang beragam terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah
tersebut.

Sejumlah literatur menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang antara kepentingan pekerja
dan pengusaha dalam menetapkan kenaikan UMP, untuk memastikan kelangsungan usaha dan keadilan
sosial. Analisis komprehensif terhadap kenaikan UMP Jakarta 2021 juga memperlihatkan pentingnya
dukungan dari pemerintah dalam menyediakan insentif dan pelatihan bagi perusahaan agar dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tersebut. Meskipun demikian, masih diperlukan
penelitian lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh dampak jangka panjang dari kenaikan UMP
tersebut terhadap ekonomi dan sosial masyarakat Jakarta. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan
bahwa kenaikan UMP Jakarta 2021 menjadi fokus penelitian yang relevan dalam konteks kebijakan
ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi di tingkat regional.

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, tentang Upah
Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021, merupakan kebijakan penting yang

2 Nizar Sukma Purnama, & Hanny Amelia. (2021, April). Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Pemuliaan Hukum, 4, 20. 10.30999/jph.v4i1.1449

3Ady Thea DA. (2022, July 12). Gugatan Apindo Dikabulkan, PTUN Jakarta Batalkan UMP 2022. Hukumonline. Retrieved March
20, 2024, from https: //www.hukumonline.com /berita/a/gugatan-apindo-dikabulkan--ptun-jakarta-batalkan-ump-2022-
1t62cd41edd3c87/?page=2
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memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan di Jakarta. Berbagai penelitian telah
mengulas implikasi dan proses pembuatan kebijakan tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan pekerja. Analisis sebelumnya menyoroti proses konsultasi antara pemerintah, perwakilan
pekerja, dan pengusaha dalam menentukan kenaikan UMP, yang diatur oleh keputusan tersebut.
Penelitian empiris juga telah mengevaluasi dampak kenaikan UMP terhadap berbagai sektor industri di
Jakarta, termasuk konsekuensi terhadap produktivitas dan daya saing perusahaan.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa keputusan tersebut memicu perdebatan tentang
keseimbangan antara melindungi hak pekerja dan mempertahankan daya saing ekonomi regional. Analisis
ekonomi politik telah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan tersebut,
termasuk tekanan politik, tuntutan sosial, dan pertimbangan ekonomi. Beberapa penelitian juga
menyoroti strategi implementasi dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan
perusahaan terhadap keputusan tersebut. Selain itu, ada juga tinjauan yang mendalam tentang pengaruh
kenaikan UMP terhadap tingkat pengangguran, inflasi, dan distribusi pendapatan di Jakarta. Meskipun
demikian, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami secara menyeluruh dampak jangka
panjang dari keputusan tersebut terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial di tingkat regional. Melalui
analisis tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Gubernur tentang UMP Jakarta tahun
2022 menjadi fokus penting dalam kajian kebijakan publik dan pembangunan ekonomi di wilayah
tersebut.

Dampak naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, seperti yang diatur dalam Keputusan
Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021, terhadap tingkat inflasi telah menjadi fokus penting dalam literatur
ekonomi. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi hubungan antara kenaikan UMP dan tekanan inflasi,
terutama dalam konteks perkembangan harga barang dan jasa di pasar lokal. Analisis empiris
menunjukkan bahwa kenaikan UMP dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi bagi perusahaan,
yang kemudian dapat mengarah pada kenaikan harga produk dan layanan. Tinjauan literatur juga
mengungkapkan bahwa reaksi pasar terhadap kenaikan UMP dapat menciptakan spiral inflasi, di mana
kenaikan harga menyebabkan permintaan untuk gaji yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan tekanan inflasi. Studi-studi terdahulu juga menyoroti dampak kenaikan UMP terhadap
kebijakan moneter dan fiskal, dengan pemerintah seringkali harus menyesuaikan kebijakan ekonomi
untuk mengatasi potensi tekanan inflasi.

Selain itu, analisis ekonomi politik menunjukkan bahwa keputusan terkait UMP sering kali
menjadi subjek perdebatan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, dengan implikasi yang signifikan
terhadap dinamika pasar dan stabilitas ekonomi. Beberapa penelitian juga menyoroti perlunya
pengawasan yang ketat dari otoritas pengawas untuk mencegah penyalahgunaan kenaikan UMP yang
dapat memicu inflasi berlebihan. Namun demikian, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk
memahami secara lebih mendalam dinamika inflasi yang dipicu oleh kenaikan UMP Jakarta, serta strategi
kebijakan yang efektif untuk mengelola dampaknya terhadap stabilitas ekonomi regional. Melalui tinjauan
pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan UMP Jakarta memiliki implikasi yang kompleks terhadap
tingkat inflasi dan memerlukan pendekatan kebijakan yang hati-hati untuk meminimalkan dampak
negatifnya pada perekonomian.

Secara sederhana, inflasi adalah peningkatan harga yang berkelanjutan. Menurut Bank Indonesia,
inflasi hanya dapat terjadi ketika kenaikan harga satu atau dua barang meluas (atau menyebabkan
kenaikan harga) pada barang lain. Menurut Hamilton (2001)4, inflasi adalah ketika peningkatan pasokan
uang "lebih cepat" daripada produksi barang dan jasa dalam perekonomian yang sama. Tingkat inflasi
dihitung sebagai persentase perubahan indeks harga, yang mencakup indeks harga konsumen, grosir, dan
produsen, antara lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Essien (2005)5, indeks harga konsumen (IHK)
menentukan harga keranjang perwakilan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen rata-rata. IHK dibuat
berdasarkan survei harga konsumen yang berkala. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indikator yang
paling umum digunakan untuk mengukur tingkat inflasi®.

METODE PENELITIAN

Metode yang kami pilih merupakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka (library
research) dengan cara mencari tinjauan-tinjauan keilmuan yang bersumber dari buku, artikel ilmiah,
jurnal ilmiah, serta website. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bersumber
dari Putusan 11/G/2022/PTUN JKT. Kemudian data yang kami temukan dan telah kami olah menjadi

+ Hamilton, A. (2001). “Exploding Inflation”. Zeal Intelegence.

5 Essien, E.A. (2005). “Exchange Rate Pass-Through to Inflation in Nigeria”. West African Journal of Monetary and Economic
Intergration (First Half),Vol. 5, Number 1, Accra: West African Monetary Institute.

6 Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Journal of Management: Small
and Medium Enterprises (SMEs), 13(3), 327-340.
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pembahasan yang mudah dipahami dan memiliki manfaat oleh pembaca. Kami juga dilengkapi penelitian
ini dengan beberapa argumen kami mengenai studi kasus yang kami pilih.”

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan yang ada pada pasal 89 Undang-Undang
Ketenagakerjaan dan membagi pasal 88 menjadi pasal 88C. Pasal 88C ayat (1) mewajibkan Gubernur
menetapkan upah minimum provinsi, sementara ayat (2) memberikan kewenangan kepada Gubernur
untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Penggunaan kata "dapat”
menunjukkan bahwa Gubernur memiliki opsi untuk mengabaikan penetapan upah minimum
kabupaten/kota, yang berpotensi memberikan dampak negatif pada buruh/pekerja. Meskipun demikian,
pasal 88 ayat 2 hanya menetapkan kewajiban upah minimum provinsi, sementara upah minimum di
kabupaten/kota menjadi opsional. 8

Namun, upah minimum provinsi memiliki nilai terendah di antara ketiganya, menyebabkan
disparitas ekonomi-sosial di berbagai kabupaten/kota dalam satu provinsi. Selain itu, ketentuan upah
minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu dapat merugikan pekerja dengan mengurangi
penghasilan mereka. Regulasi atau kebijakan harus memiliki kekuatan hukum atau supremasi hukum
yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat. Supremasi hukum memastikan bahwa hukum berada
pada posisi paling tinggi dan dapat melindungi semua anggota masyarakat tanpa campur tangan dari
pihak manapun, termasuk pemerintah. Dasar hukum Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam pasal
1 ayat 3 UUD 1945. Ketentuan pengupahan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 juga mengatur sanksi administratif
bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengupahan dalam UU Cipta Kerja. Melalui tinjauan yuridis,
ketentuan pengupahan dalam UU Cipta Kerja mencakup semua aspek kekuatan hukum secara substansial
yang berlaku bagi pemerintah, pengusaha, dan buruh/pekerja. °

Formula perhitungan upah minimum memperhitungkan variabel seperti pertumbuhan ekonomi,
inflasi, dan indeks tertentu. Pemerintah berusaha menciptakan hubungan industrial yang seimbang,
dinamis, dan adil, termasuk melalui regulasi upah minimum, sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022
mengenai Cipta Kerja. Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023 mengamanatkan pemerintah pusat untuk menetapkan
kebijakan pengupahan guna memastikan penghidupan yang layak bagi pekerja. Kebijakan ini mencakup
penetapan upah minimum setiap tahun oleh Gubernur untuk provinsi dan, jika memungkinkan, untuk
kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Peraturan tersebut menetapkan upah minimum sebagai upah bulanan terendah, termasuk upah
pokok dan tunjangan tetap. Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021 melarang pengusaha membayar upah di bawah
upah minimum. Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun dan
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penyesuaian upah minimum disesuaikan
dengan rentang nilai tertentu sesuai wilayah yang bersangkutan. UU 6/2023 mengubah beberapa
ketentuan, termasuk dalam Pasal 88D ayat (2) yang mengatur formula perhitungan upah minimum.
Pemerintah juga diberi kewenangan untuk menetapkan formula perhitungan yang berbeda dalam
keadaan tertentu.10

Badan usaha mikro dan kecil (UMK) dikecualikan dari kewajiban membayar upah minimum
sesuai UU 6/2023. Upah UMK ditetapkan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh,
dengan jumlah minimal yang ditetapkan sebagai persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat
berdasarkan data dari lembaga statistik yang berwenang. Pasal 36 ayat (2) PP 36/2021 mengatur bahwa
upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja/buruh dengan jumlah minimal yang ditentukan. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan

7 Adlini, MN, Dinda, AH, Yulinda, S., Chotimah, 0., & Merliyana, S] (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul:
Jurnal Pendidikan, 6 (1), 974-980. https://doi.org/10.33487 /edumaspul.v6i1.3394

8 Ada 9 Perubahan UU Ketenagakerjaan Lewat UU Cipta Kerja. (2021, May 7). Hukumonline. Retrieved April 27, 2024, from
https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-9-perubahan-uu-ketenagakerjaan-lewat-uu-cipta-kerja-1t6095378ff0690

9 (2017, November 9). YouTube: Home. Retrieved April 27, 2024, from https://tirto.id/apa-itu-upah-minimum-daftar-ump-
2021-dan-cara-penentuan-kenaikan-glwm

10 Wijayanti, A. (2010). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
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ketergantungan pada sumber daya tradisional dan tidak berkaitan dengan usaha teknologi tinggi serta
tidak padat modal. 1?

Tinjauan UU Cipta Kerja Terhadap Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan
11/G/2022/PTUN JKT Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun
2021

PTUN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk
meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen setelah mengabulkan gugatan dari
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait UMP Jakarta tahun ini. Anies Baswedan merevisi Upah
Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022 setelah sebelumnya menaikannya sebesar 0,85 persen atau Rp35
ribu pada 19 November 2021. Revisi dilakukan pada Desember 2021 dengan kenaikan sebesar 5,1 persen
atau Rp225.667, menjadikannya Rp4,64 juta. Alasannya, menurut Anies, kenaikan sebelumnya masih
tidak mencukupi, terutama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen hingga
5,5 persen pada tahun 2022, dengan inflasi yang terkendali pada 3 persen.

Karena memperhatikan kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi Covid-19, Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
wilayah DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Anies menyatakan dalam keterangan resmi bahwa
dengan kenaikan sebesar Rp225.000 per bulan, diharapkan para pekerja dapat menggunakannya untuk
kebutuhan sehari-hari dan menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun. PTUN Jakarta mengabulkan
gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait keputusan Gubernur
DKI Jakarta mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 5,1 persen tahun ini.
Putusan tersebut menyatakan bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang
UMP tahun 2022 dibatalkan. PTUN memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha
Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, dengan dasar Rekomendasi Dewan
Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI1/2021, tanggal 15
November 2021, yang menetapkan UMP sebesar Rp4.573.845.12

Dalam hal ini Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memiliki
pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) DKI terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

1. Penetapan besaran Rp 4.573.845 itu merupakan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur
serikat pekerja atau buruh dalam sidang.

2. Kenaikan sebesar Rp 4.573.845 (3,5 persen) adalah angka median atau angka tengah antara
rekomendasi Dewan Pengupahan unsur pemerintah dan pengusaha yang ditetapkan dalam Keputusan
Tergugat Nomor 1395 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang UMP provinsi tahun 2022
sebesar Rp 4.573.845 dengan objek sengketa sebesar Rp 4.641.854 (5,1 persen).

"Kenaikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pekerja sebesar Rp
4.573.845 (3,51 persen) telah berada di atas inflasi DKI Jakarta berdasar data BPS sebesar 1,14 persen
(vide bukti T-5 yang tidak dibantah Para Pihak)," bunyi salinan keputusan tersebut. Besaran Rp 4.573.845
itu juga berdasarkan perhitungan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pekerja, di mana nilai
besaran tersebut yang dihitung dan dikehendaki pekerja dan di atas ekspektasi pekerja.

"Kenaikan sebesar Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pekerja a quo,
masih dapat diterima pengusaha, sebagaimana pandangan Kadin DKI Jakarta pada saat rapat pembahasan
bersama unsur Kadin dan Apindo DKI Jakarta," lanjut bunyi keputusan itu. Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023
mengamanatkan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan pengupahan guna memastikan
penghidupan yang layak bagi pekerja. Kebijakan ini mencakup penetapan upah minimum setiap tahun
oleh Gubernur untuk provinsi dan, jika memungkinkan, untuk kabupaten/kota. Upah minimum
ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, dengan
penyesuaian tahunan. Penyesuaian upah minimum ditetapkan dalam rentang nilai tertentu, dan jika UMP
tahun berjalan melebihi batas atas UMP, gubernur harus menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan
UMP tahun berjalan.

11 Aturan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja Terbaru, Begini Penjelasannya. (2023, August 21). Hukumonline. Retrieved April
27, 2024, from https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-upah-minimum-dalam-uu-cipta-kerja-terbaru--begini-
penjelasannya-1t64e34fbeddd4f

12 (2017, November 9). YouTube: Home. Retrieved April 27, 2024, from https://www.antaranews.com/berita/2991281 /ptun-
jakarta-batalkan-keputusan-gubernur-dki-soal-ump-2022
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Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023 tersebut menetapkan upah minimum sebagai upah bulanan
terendah, termasuk upah pokok dan tunjangan tetap. Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021 melarang pengusaha
membayar upah di bawah upah minimum. Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja
kurang dari setahun dan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penyesuaian
upah minimum disesuaikan dengan rentang nilai tertentu sesuai wilayah yang bersangkutan. UU 6/2023
mengubah beberapa ketentuan, termasuk dalam Pasal 88D ayat (2) yang mengatur formula perhitungan
upah minimum. Pemerintah juga diberi kewenangan untuk menetapkan formula perhitungan yang
berbeda dalam keadaan tertentu. 13

Sebenarnya ini semua tidak sepenuhnya kesalahan Gubernur DKI Jakarta, karena sebelumnya
Beliau telah menetapkan besaran UMP Rp 4.453.935 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dimana upah minimum di tetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti tingkat daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja, dan median upah, dengan penyesuaian tahunan, lalu karena dorongan dari para
buruh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta di masa itu merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP)
dengan menaikannya sebesar 0,85 persen atau Rp35 ribu pada 19 November 2021 dan dari pihak
pengusaha tidak ada perlawanan mereka menerima keputusan tersebut. Tetapi tetap saja para kelompok
buruh menolak kenaikan UMP tersebut dan kembali mendesak Beliau mencabut keputusannya. Massa
buruh kembali melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut revisi besaran UMP
DKI Jakarta 2022.

Kemudian Pemprov DKI mau tidak mau kembali berjanji untuk merevisi besaran UMP DKI Jakarta
2022. Oleh sebab itulah kenaikan UMP Jakarta direvisi menjadi naik 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667
pada 16 Desember 2021, yang membuat UMP DKI Jakarta pada 2022 menjadi sebesar Rp 4.641.854.
Tetapi meski buru senang tentunya pihak yang harus menggaji mereka tidak senang, maka DPP Apindo
DKI Jakarta menolak revisi kenaikan UMP tersebut. Jadi bisa dilihat serba salah Pemerintah DKI Jakarta,
di satu sisi ingin membuat puas para buruh agar berhenti melakukan aksi demonstrasi namun disatu sisi
ada pihak penggaji yang tidak setuju kalau terus dinaikkan, mereka jadi harus punya anggaran banyak
untuk menggaji karyawan. Jadi saya rasa putusan PTTUN itu tepat, jadi tidak asalan buruh mau menuntut
ke Gubernur lagi, karena putusan dari PTTUN sudah memang seperti itu. Bahkan Gubernur DKI Jakarta
mau banding, tapi ditolak. Lagipula pemerintah telah menentukkan UMP sesuai dengan UU Cipta Kerja,
jika ingin dinaikkan sewajarnya saja, jangan melewati batas. 14

SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat di simpulkan :

1. UU Cipta kerja menentukan perhitungan upah minimum dilakukan dengan berdasarkan variabel
seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023
mengamanatkan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan pengupahan guna memastikan
penghidupan yang layak bagi pekerja. Kebijakan ini mencakup penetapan upah minimum setiap tahun
oleh Gubernur untuk provinsi dan, jika memungkinkan, untuk kabupaten/kota. Upah minimum
ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan data dari Badan
Pusat Statistik (BPS). Peraturan tersebut menetapkan upah minimum sebagai upah bulanan terendah,
termasuk upah pokok dan tunjangan tetap. Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021 yang merupakan peraturan
turunan dari UU Cipta Kerja melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Upah
minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun dan ditetapkan berdasarkan
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penyesuaian upah minimum disesuaikan dengan rentang nilai
tertentu sesuai wilayah yang bersangkutan. Badan usaha mikro dan kecil (UMK) dikecualikan dari
kewajiban membayar upah minimum sesuai UU 6/2023. Upah UMK ditetapkan melalui kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja/buruh, dengan jumlah minimal yang ditetapkan sebagai persentase
tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari lembaga statistik yang berwenang.
Pasal 36 ayat (2) PP 36/2021 mengatur bahwa upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan jumlah minimal yang
ditentukan. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan ketergantungan pada sumber daya tradisional dan
tidak berkaitan dengan usaha teknologi tinggi serta tidak padat modal.

13 Gede, 1. B, Puty, I. N,, & Kartika, I. W. (2023). Kajian Yuridis Terkait Penentuan Besar Upah Pekerja Berdasarkan Pasal 88 C
Undang-Undang  Nomor 11  Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Analogi  Hukum, 4  NO.3.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=uu+cipta+kerja+upah+minimum&btnG=#d=gs_qabs&t=17141889466
58&u=%23p%3DKoWe7sFQmjE]

14 HUSNI, L. (1993). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta:Raja Grafindo.
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2. Berdasarkan fakta yang ada sebelumnya Gubernur DKI Jakarta telah menentukan UMP sesuai dengan
UU Cipta Kerja karena sebelumnya Beliau telah menetapkan besaran UMP Rp 4.453.935 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dimana upah minimum ditetapkan dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, dengan
penyesuaian tahunan, lalu karena dorongan dari para buruh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI
Jakarta di masa itu merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan menaikannya sebesar 0,85 persen
atau Rp35.000 pada 19 November 2021 dan dari pihak pengusaha tidak ada perlawanan mereka
menerima keputusan tersebut. Tetapi tetap saja para kelompok buruh menolak kenaikan UMP
tersebut dan kembali mendesak Beliau mencabut keputusannya. Massa buruh kembali melakukan aksi
demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut revisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.
Kemudian Pemprov DKI mau tidak mau kembali berjanji untuk merevisi besaran UMP DKI Jakarta
2022. Oleh sebab itulah kenaikan UMP Jakarta direvisi menjadi naik 5,1 persen atau sebesar Rp
225.667 pada 16 Desember 2021, yang membuat UMP DKI Jakarta pada 2022 menjadi sebesar Rp
4.641.854. Tetapi meski buruh senang tentunya pihak yang harus menggaji mereka tidak senang, maka
DPP Apindo DKI Jakarta menolak revisi kenaikan UMP tersebut. Oleh sebab itulah berdasarkan UU
Cipta Kerja putusan hakim dalam kasus ini adalah tepat, kenaikan tersebut sudah melewati batasan
aturan yang ditentukan dan merugikan pihak lain yaitu para pengusaha yang menggaji buruh.
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